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DISAMPAIKAN DALAM ACARA SEMILOKA
“PELAKSANAAN TRANSPARANSI DAN UPAYA PERBAIKAN




ViS]l KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 201 3-2018

TERWUJUDNYA PONDASI KABUPATEN
BOJONEGORO SEBAGAI DAN

NEGERI YANG PRODUKTIF, BERDAYA
SAING, ADIL, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN

Catatan :

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan (UU No. 25 TH. 2004 Psl. 1 Ayat 12)



RUANG LINGKUP PERIZINAN MIGAS
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LEBIH TERFOKUS PADA PENDEKATAN

BISNIS DAN TEKNIS

1. Belum terencanakannya penanganan persoalan-
persoalan sosial masyarakat, akibatnya gagap dalam
penyelesaiannya ;

» Munculnya isu 6 item persoalan ( TKD/Aset desa
lainnya, Sendang, Jalan Desa, dan lain-lain), yang
sampai saat sekarang belum tertuntaskan

2. Belum  terencanakannya penanganan  berbagai
pelanggaran dalam pelaksanaan proyek (pelanggaran
angkutan, pelanggaran pengambilan air, penggunaan
jalan desa, banjir akibat limpasan air yg disebabkan

adanya pengurukan proyek dan kurangnya perencanaan
\saluran air ) /
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HAKEKAT
PERIZINAN
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HARMONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH

BAIK DALAM RANGKA KESESUAIAN TATA RUANG ATAUPUN
MEDIA PENGENDALIAN MASALAH SOSIAL
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s PERIZINAN DAERAH I

DARI 14 JENIS PERIZINAN
YANG PENERBITANNYA
DALAM KEWENANGAN
DAERAH (KABUPATEN),
ADA 2 (DUA) PERIZINAN

YANG DIANGGAP
PENTING, YAITU :

> INMB
> HO

N /

<+ ADA YANG
PERSYARATANNYA
DALAM KEWENANGAN
DAERAH (KABUPATEN)

<% ADA YANG
PERSYARATANNYA
DALAM KEWENANGAN
LINTAS SEKTORAL
(PUSAT & DAERAH)




IMPLEMENTASI KEWENANGAN
DAERAH (KABUPATEN) DALAM
PERIZINAN

» BERSIFAT LEGAL DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANGAN
YANG MENGATURNYA ;

+ DIPERLUKAN SEBAGAI SARANA SINKRONISASI KESESUAIAN
TATA RUANG DAN MEDIA PENGENDALI MASALAH SOSIAL

+ DI BOJONEGORO TIDAK ADA SATUPUN PERIZINAN YANG
MASIH TERTANGGUNG DAN BELUM DIKELUARKAN (PROYEK
BANYU URIP)

“» DALAM BEBERAPA KASUS, PERIZINAN JUSTRU DIPERMUDAH

\MESKI BERRESIKO HUKUM BAGI PEMKAB /




Pengeluaran ljin Prinsip
melaksanakan “Site Work
Preparation” pada EPC-1




BUPATI BOJONEGORO

Nomor
Lampiran
Perihal

: ljin Prinsip Melaksanakan

Bojonegoro, 16 Agustus 2012

542/ 707 /208.412/2012 Kepada Yth.

Elan Biantoro

( Kepala Perwakilan BPMIGAS JABANUSA )
Pembangunan Fasilitas Operasi J1. Panglima Sudirman No. 62 Surabaya,
Produksi EPC-5 ( 7 Item ) Jawa Timur 60271

R AT TR A Di -

Menunjuk surat BPMIGAS Perwakilan JABANUSA No.1821/BPD4100/ 2012/S0
tanggal 14 Agustus 2012 perihal Penjelasan Permohonan IMB, Fasilitas Infrastruktur
EPC-5 untuk 7 Bangunan Permanen, berikut dengan hormat di sampaikan bahwa pada
prinsipnya kami dapat menyetujui untuk pelaksanaan pembangunan Fasilitas Operasi
Produksi EPC-5 (7 Item) sambil menunggu kelengkapan persyaratan perijinan guna
penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara segera melengkapi persyaratan dan

melakukan langkah — langkah sebagaimana minute of meeting tanggal 14 Agustus 2012.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

1.  Gubernur Jawa Timur
2. Kepala BPMIGAS di Jakarta

(M dan Project Executive Mobil Cepu Limited .

4. Arsip.

Pengeluaran ljin Prinsip
melaksanakan
“pembangunan fasilitas
operasi produksi” pada
EPC-5
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Pengeluaran IMB di
salah satu Proyek
EPC-5 (fly over)




UPAYA YANG DILAKUKAN
PEMKAB BOJONEGORO DALAM
MENDUKUNG PERCEPATAN MIGAS

PROAKTIF MENDORONG SINERGITA
STAKEHOLDERS DLM IMPLEMENTASI INPRES

2/2012

RAPAT KOORDINASI & EKSKUSI BERBAGAI
PERMASALAHAN GUNA PERCEPATAN PENCAPAIAN
TARGET PRODUKSI MIGAS NASIONAL

HASIL

a. DEKLARASI BOJONEGORO
b. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KKKS
C. RENCANA AKSI SEKENARIO TARGET WAKTU




DEKLARASI BOJONEGORO

DEKLARASI BOJONEGORO
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET PRODUKSI MIGAS
DI BLOK CEPU, BLOK TUBAN DAN BLOK WK PERTAMINA

Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Menindak lanjuti semangat Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi
Minyak Bumi Nasional, pada hari ini Selasa tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Tiga Belas
Bertempat di Ruang Angling Dharmo Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, setelah memahami
target produksi, rencana dan kemungkinan berbagai masalah yang akan timbul, maka kami semua
yang hadir baik atas nama pribadi atau mewakili lembaga masing-masing sepakat
Mendukung penuh pencapaian target produksi migas di Blok Cepu, Blok Tuban dan Blok
WK Pertamina baik yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban dan
Kabupaten Blora ;
2. Melakukan langkah-langkah proaktif sinergis dan saling terbuka untuk menyelesaikan
berbagai masalah yang timbul (aspek bisnis, tehnis, legal dan tata kelola serta sosial) demi

tercapainya target dengan cepat, tepat dan bersih ;

o

Meningkatkan intensitas komunikasi saling memahami dan fokus pada penyelesaian
masalah ;

Demikian Deklarasi ini dibuat atas kesepakatan bersama

Bojonegoro, 11 Juni 2013
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RAPAT DUA MINGGUAN
SOCIO ECONOMIC

Koordinasi dan Ekskusi berbagai permasalahan baik sosial
maupun ekonomi yang berpotensi menghambat kelancaran
rangkaian pelaksanaan eksplorasi & eksploitasi migas
di Kabupaten Bojonegoro



*** Mewujudkan pelayanan perijinan dan non perijinan yang
cepat, tepat, sederhana, transparan, akuntabel dan
kepastian guna mendorong investasi daerah
(Perbup No.33 Tahun 2014)

» 49 Perijinan

» 4 Non perijinan

» Mekanisme penyelenggaraan, persyaratan dan jangka
waktu penyelesaian tertuang.

» Penyelengaraan dilakukan secara online

+¢ Tarif pengenaan biaya diatur dalam
(Perda No. 14 Tahun 2011)



KESIAPAN BOJONEGORO DALAM ERA MIGAS
alald

TATA KELOLA
PEMBERDAYAAN
TATA RUANG

AKUNTABILITAS
&
TRANSPARANSI

MENERBITKAN
REGULASI




APA YANG SUDAH DILAKUKAN BOJONEGORO

atals

« Komitmen keterbukaan mulai Tahapan Pra,
Konstruksi dan Pasca : Pembebasan lahan,
perijinan, PoD, peluang usaha dan

Transparansi ketenagakerjaan, lifting dan DBH migas, P, dl

Tata Kelola  Transparansi dilakukan melalui cara 4D
(Direct, Dialog, Distribute dan Digital)

 Transparansi sangat dibutuhkan utk mendapat
kepercayaan, partisipasi dan dukungan publik

+ aktif dalam transformasi sosial dalam cara
yang berbeda, untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat, partisipasi publik
kepercayaan, dan kebahagiaan

Breaktrhough




APA YANG SUDAH DILAKUKAN BOJONEGORO
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Empowering Society (Perda 23/2011)

~

Perda No. 28/2012 tentang Transparansi Tata Kelola
Pemerintahan di Bidang Industri Ekstraktif

* Perda No. 26/2011 tentang RTRW Kabupaten

Penerbitan Bojonegoro Tahun 2011-2031, berikut Rencana

Detailnya

RegUIaS| * Perda No. 11/2011 tentang Penyertaan Modal di
Kabupaten Bojonegoro (endowment fund)

* Peraturan Bupati No. 27/2012 tentang Zona

Development

* Peraturan Bupati No. 31/2009 tentang Alokasi Dana
Desa

|

|+ Ditengah “tidurnya” Inpres 2/2012, Pemkab
Proaktif Bojonegoro proaktif menggalang komunikasi
. agar terwujud Connecting All Stakeholders




LESSON TO LEARN
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Qonnecting All Stakeholders>

Partnership 1s only come from the connection

between us, while we have the same intention
ready to open mind, open heart, & open will



Apa yang didapat Kabupaten Bojonegoro
dalam mengawal ekplorasi dan eksploitasi migas?

e Pendapatan

e Peningkatan Modal Sosial

e Sumber Daya Manusia

e Kompetensi pemerintah kabupaten dim tata kelola migas
e Mendapat model tata kelola yg baik

e Trust Social Capital

e Pengakuan & Penghargaan






